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BAB III
OBYEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Kabupaten Bandung barat
	Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana . S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRDterhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain : Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan /dihentikan , demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999. 
	Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi ( yang meliputi 3 Kecamatan ) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999. 
	Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forom Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan Deklarasi Bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi Daerah Otonom terpisah dari Kabupaten Bandung , deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI . sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. 
	Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja, Pimpinan Umum http://www.bandungbaratonline.co.cc/). Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Sedangkan ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah, yang terletak di jalur Bandung-Jakarta.

3.1.1 Visi Kabupaten Bandung Barat
	Bandung barat cermat Bersama Membangun Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, Dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan.
	Makna Cerdas Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di kabupaten bandung barat baiksumber daya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berahlak mulia dan memiliki integritas dan berdaya saing. 
	Rasional Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah disesuaikan dengan realitas yang ada termasuk didalamnya pemanfaatan potensi lokal dan kemampuan sumber daya serta harus memiliki indikator capaian kinerja yang terukur. 
	Maju Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu kabupaten bandung barat harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. 
	Agamis Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 
	Sehat Mengandung pengertian di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. 
	Agroindustri Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di kabupaten bandung barat melalui diversifikasi hasil-hasil pertanian. 
	Wisata ramah lingkungan Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. 

3.1.2 Misi Kabupaten Bandung Barat
	Misi menggambarkan bagaimana visi yang akan dicapai dan memberikan kerangka bagi penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai, maka untuk mewujudkan visi tersebut diatas, dirumuskan 6 ( enam ) misi, antara lain :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, sehat dan berdaya saing.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
6. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
	Adapun operasional dari misi tersebut, dijabarkan dalam strategi sebagai berikut :
	Misi Pertama : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggran yang pro publik.Misi ini dijabarkan dalam 3 (tiga) tujuan :
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, dengan sasaran :
· Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
· Meningkatnya kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintahan daerah.
· Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, dengan sasaran:
· Tersedianya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi lokal.
· Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan.
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis, dengan sasaran :
· Meningkatnya tingkat capaian sasaran pelaksaan program dan kegiatan pemerintahan.
· Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan birokrasi yang berlaku.
· Tercapainya minimalisasi biaya sumber daya untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
· Meningkatnya ruang dan media partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing. Misi ini dijabarkan dalam 4 ( empat ) tujuan : 
1. Terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, dengan sasaran:
· Meningkatnya saran dan prasarana keagamaan.
· Meningkatnya penghayatan dan pemahaman ajaran agama.
· Meningkatnya kesalehan sosial dan semangat hidup bergotong royong sebagai implementasi dari ajaran agama.
2. Terciptanya sumber daya manusia yang cerdas :
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas srana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.
· Meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan.
· Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan.
· Meningkatnya akses masyarakat terhadap dunia pendidikan yang berkeadilan
3. Terciptanya sumber daya manusia yang sehat :
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
· Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
· Meningkatnya capaian indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan.
· Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkeadilan.
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing :
· Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat di bidang sosial ekonomi.
· Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja.
	Misi Ketiga : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Misi ini dijabarkan dalam 2 ( dua ) tujuan : 
1. Terciptanya pemberdayaan ekonomi keraktyatan, dengan sasaran :
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok kelompok usaha kesil menengah.
· Meningkatnya kesadaran berkoperasi.
2. Terciptanya pengembangan sektor agro bisinis dan agro wisata, dengan sasaran :
· Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan budidaya pertanian.
· Meningkatnya pengembangan industri penunjang dan industri pengolahan hasil hasil pertanian.
· Meningkatnya pengembangan potensi potensi agro wisata yang berwawasan lingkungan
	Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan Misi ini dijabarkan dalam 2 ( dua ) tujuan :
 1. Terpelihara kelestarian lingkungan, dengan sasaran :
· Meningkatnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan lingkungan.
· Meningkatnya penegakan hukum pelestarian lingkungan
· Meningkatnya upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan.
2. Terciptanya keseimbangan lingkungan dalam pemanfaatannya, dengan sasaran :
· Mewujudkan manajemen penataan ruang yang efektif.
· Meningkatnya pendayagunaan fungsi lahan secara efektif dan efisien
	Misi Kelima : Meningkatnya kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua ) tujuan : 
1. Terwujudnya peningkatan infrastruktur wilayah, dengan sasaran :
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan.
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pengairan.
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan energi Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pemukiman.
2. Terwujudnya kualitas penanganan mitigasi bencana, dengan sasaran :
· Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam antisipasi terjadinya bencana.
· Meningkatnya kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam penanganan bencana.
· Meningkatnya sarana dan prasarana penaganana bencana.
	Misi Keenam : Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Misi ini dijabarkan dalam 2 ( dua ) tujuan :
1. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa, dengan sasaran :
· Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
· Meningkatnya kualitas kebijakan penganggaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan keuangan desa yang berkeadilan.
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran :
· Meningkatnya kualitas demokratisasi dan ketahanan masyarakat desa.
· Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pembangunan desa.
· Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa berbasis partisipatif.
· Meningkatnya kualitas masyarakat desa yang memiliki kemampuan lifeskill.

3.2 Gambaran Umum Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
3.2.1 Visi Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
	Terwujudnya sistem perpustakaan, kearsipan dan telematika yang efektif dan efisien secara   terpadu dan terintegrasi guna mendukung kebijakan pimpinan

3.2.2 Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
1. Menyelenggarakan sistem perpustakaan, kearsipan dan telematika yang sebaik-baiknya sehingga akuntabilitas pemerintah daerah terjamin. 
2. Mengembangkan perpustakaan, kearsipan dan telematika sebagai sumber informasi utama bagi perumusan kebijakan pimpinan. 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang perpustakaan, kearsipan dan telematika sehingga mewujudkan aparatur yang berbudaya informasi. 
4. Menjadikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai pusat informasi daerah

3.3 Dasar Hukum Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688)
d. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007, Tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
3.4.1 Tugas pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
	Membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, kearsipan dan data elektronik yang meliputi manajemen perpustakaan, manajemen kearsipan dan manajemen sistem informasi serta melaksanakan ketatausahaan kantor.

3.4.2 Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
a. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.
b. Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis dibidang pengolahan perpustakaan, pengolahan data elektronik yang meliputi manajemen perpustakaan, kearsipan dan manajemen sistem informasi.

3.5 Struktur Organisasi Kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat
Gambar 3.1
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Sumber : kantor perpustakaan dan arsip daerah
(1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang Tata Usaha, Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi: 
a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha, Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.
b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di bidang Tata Usaha, Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.
c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Tata Usaha, Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.
d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang Tata Usaha, Perpustakaan, Kearsipan dan Data Elektronik.
(3) Rincian Tugas Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah:
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Perpustakaan dan Arsip Daerah;
b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip, dan elekronik;
c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta pelayanan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
d. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

3.6   Data Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Jumlah pegawai pada kantor  Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat sampai saat ini berjumlah 13 orang terdiri dari :
Tabel 3.1
Daftar Jumlah Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah  
	Jabatan
	Jumlah

	Kepala Kantor
	1

	Kasubag Tata Usaha
	1

	Kasi Kearsipan 
	1

	Kasi Perpustakaan
	1

	Kasi Data Elektronik
	1

	Pelaksana
	8


                                         Sumber : kantor perpustakaan dan arsip daerah

Adapun golongan Pegawai kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :  
Tabel 3.2
Daftar Golongan Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Golongan
	Jumlah

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Pegawai Golongan I
	-

	Pegawai Golongan II
	1

	 Pegawai Golongan III
	1

	Pegawai Golongan IV
	1


                                   Sumber : kantor perpustakaan dan arsip daerah

3.7   Website Kabupaten Bandung Barat
	Portal website kabupaten Bandung Barat tampak depan, dengan alamat portal www.bandungbaratkab.go.id., layar utama dari website Kabupaten Bandung Barat, tampilan website yang menarik meskipun masih
Banyak kekurangan-kekurangan di beberapa bagian. Seperti ada kolom perijinan yang masih belum terisi data bagaimana perijinan dapat dibuat.
	Tampilan website sudah sangat menarik, website ini telah menampilkan sosok Bupati Kabupaten Bandung Barat akan tetapi beberpa bagian masih belum terisi oleh data-data kantor dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Website ini menjadi cikal bakal akan penerpan e-Government karena diawali oleh website www.bandungbaratkab.go.id pembangunan system informasi 5 tahun kedepan telah dicanangkan.
3.6.1 
Tampilan Website tampak depan

[image: C:\Users\AKU\Pictures\kbb\cover.jpg]
 Sumber : www.bandungbaratkab.go.id

	Website kabupaten bandung barat sebagai bukti penerapan e-government, Kabupaten Bandung Barat dikatakan adalah kabuapaten baru berdiri, tapi kabupten ini mencoba menerapakan konsep e-government. Dan telah memiliki Rancangan Induk Pembangunan dalam 5 tahun kedepan dalam pembangunan system Informasi.





3.6.2
Tampilan Website Pemerintahan

[image: ]
Sumber : www.bandungbaratkab.go.id

Tampilan di bagian ini masih belum terisi data, dimana data adalah informasi yang baru, disini terlihat bahwa kantor Pusat perpustaakaan dan data Elektronik masih memberikan informasi yang terbaru.
Data yang disajikan untuk informasi berita pemerintahan diambil dari informasi perkembangan terbaru Kabupaten Bnadung Barat. Meskipun masih sederhana tapi memberikan informasi yang lebih pada masyarakat dan intasni pemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
Adapaun beberapa link tidak bisa dibuka oleh para user karena apakah ada kesalahan atau mungkin dari pihak admin belum memperbaiki portal websitenya. 




3.6.1 
Tampilan Website 
[image: ]
             Sumber : www.bandungbaratkab.go.id

Ini adalah tampak tampilan website yang apabila kita coba buka akan muncul gambar seperti yang diatas, website tidak dapat ditemukan. Ada beberapa bagian yang apabila akan kita buka tidak bisa di buka.
Kesalahan yang terjadi bisa terjadi karena administrator melakukan kelalain atau bisa terjadi karena ada kesalahan dari server utama atau ada gangguan dari jaringan internet.
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Anda tidak bisa mengunjungi halaman ini karena:

Bookmark/Favorit yang sudah kadaluarsa
Listing mesin pencar uniuk webste nisudah kadaluarsa
Penulisan alamat salah

Anda tidak memilki hak akses ke halaman ni

‘Sumber yang diminta tdak dtemukan

Eror terad ketika pemrosesan permintaan Anda.

Silahkan coba salah satu halaman berikut:
« Halaman Depan

Jika terdapat mengalami kesuitan, siahikan hubungi Administrator





